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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Manusia selalu memenuhi kebutuhan didalam hidupnya. Hal ini merupakan 
dorongan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia. 
Kebutuhan Manusia itu menurut Abraham Maslow dapat digolongkan dari tingkat 
sederhana untuk sekedar bertahan hidup (basic needs) harga tingkat kemewahan 
untuk aktualisasi dari (self actualization)
1
.  
Dalam usahanya memenuhi seluruh tingkatan kebutuhan hidup tersebut 
manusia memerlukan bantuan manusia yang lainnya. Maka, timbulah interaksi 
dan pembagian tugas yang diwujudkan dalam bidang-bidang usaha dalam 
masyarakat. Interaksi dalam kehidupan tersebut diatur oleh kesepakatan yang 
tercermin dalam norma-norma kemasyarakatan
2
. Ketika manusia saling 
berinteraksi dengan fungsinya masing-masing, maka terjadilah pertukaran suatu 
interaksi hal ini dinamakan dengan jual beli atau transaksi ekonomi. 
Saat ini pemerintah sedang banyak melakukan upaya pembangunan disegala 
bidang, demi terwujudnya landasan yang kuat agar mewujudkan masyarakat yang 
adil dan makmur. Sebagian besar upayanya adalah dititik beratkan pada sektor 
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ekonomi, yang salah satunya adalah lembaga perbankan yang menjadi inti jantung 
dalam interaksi keuangan salah satunya dalam transaksi keuangan.  
Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam 
perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang 
mempunyai kelebihan dana (Surplus of Funds) kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan dana (lack of funds). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan 
baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang 
diharapkan tidak akan tercapai
3
. 
Salah satu sistem keuangan tersebut yaitu bank. Bank sebagai lembaga 
pemutar uang (dana) pun, menjadi salah satu tonggak harapan perekonomian 
Negara. Jasa-jasa bank lainnya adalah untuk mendukung dan memperlancar 
kegiatan penghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank 
yang diberikan maka semakin baik
4
. 
Pada saat ini banyak bermunculan bank baik konvensional maupun syariah. 
Bank syariah yang tugas dan fungsinya sama seperti pada bank konvensional yang 
sudah lama berdiri, akan tetapi dari segi perbedaannya adalah bank syariah lebih 
mengacu pada prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum islam 
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang 
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memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah selama ini adalah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN)
5
. 
Dalam penjelasan pasal 22 Undang-undang Perbankan Syariah, bahwa 
kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain, adalah kegiatan usaha 
yang tidak mengandung unsur : 
1. Riba, yaitu penambahan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi 
pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu 
penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang 
mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang 
diterima melebihi pokok pinjaman, karena berjalannya waktu
6
. 
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak 
pasti dan bersifat untung-untungan. 
3. Gharar, yaitu transsaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak 
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 
dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah
7
 
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. 
Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, yaitu “Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan 
nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur 
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berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang 
berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan dan kemanfaatan yang sesuai 
dengan prinsip syariah”. 
Manhaj al-hayat adalah aturan kehidupan manusia bersumber kepada al-
qur‟an dan sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau 
sebaliknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau 
sebaliknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, 
yakni wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh atau haram. Aturan-aturan 
tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, 
baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), 
keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab 
keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (al-haajat 
adh-dharuriyyah)
8
. 
Sebagai umat muslim yang berpegang teguh pada ajaran dan prinsip-prinsip 
Islam, sudah seharusnya menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, 
terutama dalam hal berinteraksi ekonomi atau yang disebut dengan bermuamalah. 
Kegiatan bermuamalah telah ada pada masa Rasulullah SAW, hal ini merupakan 
suatu kegiatan dimana pada saat itu semua orang melakukannya, untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Begitupun Rasulullah yang sangat jujur dalam 
bermuamalah ketika beliau menjadi pedagang, tak sedikitpun beliau mengambil 
keuntungan yang besar dari barang yang didagangkannya, malah sebaliknya 
beliau dengan jujur menyebutkan harga pokok dari barang-barang yang 
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didagangkan nya itu kepada setiap pembeli tanpa ada sedikitpun keinginan untuk 
merugikan orang yang membeli.  
Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. 
Disebut ekonomi rabbani karena surat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu 
ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem 
ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukan untuk kemakmuran manusia
9
. 
Allah SWT. Telah memberitahukan kepada kita semua sebagai umat yang 
beriman untuk mengatur dan menjaga harta kita dengan sebaik mungkin, yaitu 
mengatur harta tersebut secara syariah dan berlandaskan dengan keimanan. 
Sehingga dalam hal tersebut kita dapat memperoleh pahala yang besar dan yang 
diridhoi Allah. Hal ini sangat berkaitan dengan pengaturan keuangan yang 
seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan disaat ini, maka dari itu 
Bank Syariah lah yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut. 
Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin memenuhi segala kebutuhan 
dalam hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya sangat 
berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Ketika sudah berbicara masalah 
perekonomian, maka tidak terlepas dari bagaimana memperoleh harta. Al-Qur‟an 
menggariskan aturan main bagaimana seseorang dalam memperoleh harta yang 
benar dan baik sehingga harta yang diperoleh itu benar-benar bernilai barakah. 
Salah satu surat dalam al-Qur‟an yang mengatur dalam hal ini adalah surat an-
Nisa
10
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ََو ۡۚۡمُكن ِّمٖضاََرتنًَعةَر ََِٰجَتنوَُكتَنأَٰٓ َّلَ ِِلِِط ََٰبۡلِٱبمَُكنَۡيبمَُكل ََٰوَۡمأْا َُٰٓولُكَۡأتَلَْاُونَماَءَنيِذَّلٱَاهَُّيأ
َٰٓ ََٰيََۡۡتَلَ
اٗميِحَرۡمُِكَبناََكهَّللٱَِّنإ ۡۚۡمُكَُسفَنأْا َُٰٓوُلتَ٩٢ 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. (QS. an-Nisa:29) 
Perwujudan pola kerja sama yang dianjurkan Islam dapat dilakukan dalam 
skema apapun. Demi tegaknya keadilan, Allah telah meletakan mizan, suatu 
timbangan akurat yang paling objektif. Siapapun tidak boleh melanggarnya, agar 
tidak terdapat seorangpun jadi korban ketidakadilan
11
. Keadilan ini salah satunya 
terdapat dalam sistem ekonomi islam, dimana hal tersebut merupakan ciri dari 
suatu kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan ummat. Keadilan ini dapat 
diaplikasikan dalam sebuah kegiatan pinjam-meminjam dalam kehidupan manusia 
sehari-hari. 
Pinjam-meminjam dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang 
sangat dilakukan oleh seluruh manusia dalam menjalani rutinitasnya. Akan tetapi 
dalam hal pinjaman itu, sangatlah erat dengan kegiatan ekonomi yang 
berlandaskan syariah. Baik berupa pinjaman barang, maupun uang. Sering kali 
yang terjadi dalam perekonomian terutama dalam ruang lingkup perbankan, yang 
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menjadi objek pinjaman tersebut adalah uang. Uang merupakan suatu alat tukar 
dan komoditi paling penting dalam penentuan harga dari suatu barang. 
Banyak sekali produk-produk yang terdapat pada bank syariah, seperti hal 
nya penghimpunan dana dan penyaluran dana secara syariah, tidak seperti halnya 
yang terdapat pada bank konvensional. Dalam kegiatan bermuamalah, khususnya 
pada perbankan syariah banyak produk-produk yang sangat beragam untuk 
pembiayaan, guna untuk mensejahterakan ummat. Dalam produk-produk 
pembiayaan tersebut terdapat salah satu produk yang bernilai tolong-menolong, 
yaitu produk pembiayaan qardh
12
. 
Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk 
pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan 
diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).  
Akad qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapkan imbalan. Alam literatur fiqh klasik, qardh di kategorikan dalam 
aqdtathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. 
transakiqardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat lbnu 
Majah dan Ijma Ulama. 
Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, 
yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam 
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mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan 
pokok uang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang
13
.  
Dalamfatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa al-qardh adalah akad pinjaman 
nasabahdengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang 
diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati 
oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Selain itu, menurut fatwa Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, nasabah al-qardh dapat memberikan 
tambahan (sumbangan) dengan sukarela lembaga keuangan syariah selama tidak 
diperjanjikan dalam akad
14
. 
Akad qardh ini salah satunya terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung, bank tersebut pada tahun 2016 
telahmemiliki aset sebesar 50milyar, dengan jumlah penabung sebanyak 3060 
nasabah, penyimpan deposito sebanyak 156 nasabah. Dan penerima pembiayaan 
sebanyak 934 nasabah dengan pengguna dana qardh sebanyak 124 nasabah dan 
pada tahun 2010 sebanyak 219 nasabah (Sumber: Kepala Bagian Operasional 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung). 
Pada akad qardh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah 
yang bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman (berpiutang) kepada 
nasabah yang meminjam (utang) dana tersebut. Setelah nasabah mengajukan 
permohonan pinjaman untuk pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Amanah Rabbaniah bernegosiasi untuk pencairan dana pinjaman tersebut, mulai 
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dari besarnya nilai pinjaman, jangka waktu peminjaman, cara mengangsur 
pinjaman, jumlah angsuran, jaminan yang akan diberikan, dan setelah itu survei 
keadaan ekonomi nasabah tersebut. Setelah itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Amanah Rabbaniah memberikan dana yang dipinjam oleh nasabah, dengan 
ketentuan dan perjanjian bahwasanya pinjaman tersebut harus dikembalikan 
dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan ditambah dengan feel ujrah 
perbulan beserta angsuran pinjamannya yang ditentukan oleh Bank 
PembiayaanRakyat Syariah Amanah Rabbaniah, setelah itu nasabah 
diperkenankan untuk membayar biaya-biaya administrasi tersebut. Apabila dilihat 
kembali pelaksanaan akad qardh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah 
Rababaniah, tidak seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan 
Syariah Nasiunal-Majelis Ulama Indonesia, Al-Quran dan  hadits. Karena dalam 
akadqardh ini tidak terdapat penambahan nilai dan jumlah dana yang harus 
dikembalikan oleh pihak nasabah. Adapun itu, pihak nasabah hanya dibolehkan 
atau disunnahkan apabila ingin memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela di akhir kontrak perjanjian, bukan selama waktu peijanjian yang berjalan 
diharuskan membayar margin (tambahan dari nasabah), dan hal itu tentunya tidak 
ada keterpaksaan bagi nasabah dari perjanjian yang  di sepakati tersebut. Hal ini 
tentu telah menyalahi aturan yang berlaku, dan dalam konteks keabsahannya tentu 
menjadi tidak boleh. Sehingga dalam akad ini tidaklah jauh  beda dengan sistem 
bunga yang mengharuskan nasabah membayar kelebihan dari sejumlah dana yang 
diterimanya.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, 
untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad qardh di Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung sudah sesuai dengan syariah 
ataukah belum, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Aplikasi Akad Qardh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung ? 
2. Bagaimana Penentuan Ujrah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah 
Rabbaniah Banjaran Bandung ? 
3. Bagaiman Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Penentuan Ujrah 
pada Aplikasi Qardh di PT. Bank PembiayaanRakyat Syariah Amanah 
Rabbaniah Banjaran Bandung ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Agar Mengetahui Aplikasi Akad Qardh di Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung. 
2. Untuk mengetahui Penentuan Ujrah di Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung. 
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai 
Penentuan Ujrah pada Aplikasi Qardh di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan 
penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sebagai sumbangan ilmiah bagi 
perkembangan ilmu.
15
 Adapun kegunaan dari penelitian baik secara teoritis dan 
praktis adalah sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritis secara akademis (keilmuan) : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 
menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 
Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai Ujrah dan Qardh. 
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literature yang 
bermanfaat, yaitu sebagai bahan kajian atau referensi bagi penelitian yang 
akan datang, terutama dalam meneliti mengenai pengupahan dan 
pengaplikasian akad qardh. 
b. Manfaat praktis 
1. Para akademis khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah sebagai 
bahan kontribusi ke arah pembangunan kompetensi kewarganegaraan. 
2. Memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang pengupahan dan 
aplikasi akad qardh menurut Hukum Ekonomi Syariah. 
c. Penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan kemampuan peneliti dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengemban pendidikan 
dibangku kuliah dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi bekal 
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untuk mengaplikasikan ilmu dimasyarakat selain itu juga sebagai salah satu 
referensi dalam memahami Pengupahan dan Aplikasi Akad Qardh. 
E. Studi Terdahulu 
Berdasarkan dengan judul penelitian yang penulis kaji, penulis 
menemukan banyak karya ilmiah mengenai Penentuan Ujrah dalam Aplikasi 
Qardh, seperti dalam skripsi Fidyastina dengan judul Analilis Praktik Akad 
Qardh dan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Talangan Dana Haji 
Kospin Jasa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam, beliau membahas 
mengenai mekanisme pelaksanaan akad Qardh  dan akad Ijarah pada produk 
talangan dana haji, memang berbeda dengan penelitian yang telah ada 
sebelumnya penulis disini mengkaji mengenai Penentuan Ujrah pada 
Aplikasi Qardh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah 
Banjaran Bandung.  
Jurnal karya Sartika, Mila Adinugraha, Hendri Hermawan, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN QWalisongo dalam judul Implementasi 
Ijarah dan IBMT pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. 
Jurnal karya Ajib, Ghufron, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Walisongo, dalam judul Fee Ijarah dalam Produk Pembiayaan Talangan Haji 
(Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 29 Tahun 2002 di Bank Syariah 
Cabang Semarang). 
Tidak hanya dalam Skripsi penulis juga menemukan beberapa buku 
yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji. Seperti dalam buku Abd. 
Hakim Atang, 2011, Fiqh Perbankan Syariah, Ascarya, 2007, Akad dan 
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Produk Bank Syariah, Kasmir, 2010, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 
dan masih banyak lagi untuk dijadikan referensi oleh penulis. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa al-ijarah atau ujrah adalah suatu 
transaksi yang memberi suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk 
suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya 
imbalan.Ulama Mazhab Malikiyah menyatakan, ujrah dalam masalah ini ada 
yang diistilahkan dengan kata al-kira‟, yang mempunyai arti bersamaan, akan 
tetapi untuk istilahal-ijarah mereka berpendapat yaitu akad atau perjanian 
terhadap manfaat dari al-Adamy (manusia) dan benda-benda bergerak 
lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk al-kira‟ menurut 
istilah mereka, digunakan untuk „aqad sewa-menyewa pada benda-benda 
tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut 
kadang-kadang juga digunakan. Ulama Syafi‟iyah berpendapat, al-ijarah atau 
ujrah adalah suatu aqad atau suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara‟ dan 
merupakan tujuan dan transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan 
menurut Syara‟ disertai sejumlah imbalan yang diketahui. Ulama Hanabilah 
berpendapat, al-ijrah atau ujrah adalah akad atas suatu manfaat yang 
dibolehkan menurut Syara‟ dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang 
diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya 
„iwadah.16Menurut Sayyid Sabiq, Ujrah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
                                                          
 
16
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 308. 
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untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Amir 
Syarifuddin berpendapat bahwa Ujrah secara sederhana dapat diartikan 
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.Fatwa 
DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ujrah/ijarah. 
Ujrah/Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 
produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan 
imbalan atas jasanya. 
Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan 
atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah sendiri dalam 
bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga 
pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang 
mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri.  
Yang mana arti Ijarah secara etimologi berasal dari kata al- ajru yang 
berarti al-„Iwadh atau pergantian, dari sebab itulah ats- Tsawabu dalam 
konteks pahala dinamai juga al-Ajru yakni upah. Secara terminologi, ijarah 
merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang tersebut. 
Dalam akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah 
yang mana disebut juga dengan ujrah. Namun di dalam perbankan nama lain 
dari ujrah diantaranya adalah upah atau imbalan (fee). 
Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang 
dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah 
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dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti 
kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (ضوعلا,( baik ganti itu 
diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. 
Istilah ujrah selain ijarah, upah (fee) atau imbalan, ada juga jialah/jualah 
yang mana memilki arti yang sama dengan ujrah yakni upah, tetapi upah 
dalam jialah/jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, 
atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti jialah/ jualah secara istilah 
yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan 
terwujud.4 
Atau jialah/jualah merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak 
(ja‟il) akan memberikan imbalan spesifik (jua‟l) kepada siapapun yang 
mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan 
kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh. 
Maka dari pengertian diatas untuk jialah/jualah dapat dipersamakan 
persepsinya dengan ujrah. Begitu juga dengan ijarah sama halnya dengan 
ujrah karena ujrah pada hakikatnya adalah bagian dari akad ijarah. Sedangkan 
upah (fee) atau imbalan merupakan nama lain dari ujrah atau arti dari ujrah 
itu sendiri, yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat 
awam yang tidak mengetahui istilahistilah di dalam perbankan. 
Landasan Hukum Ujrah. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah 
mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh syara‟. Kebolehan ujrah atau ijarah berdasarkan hadits yang artinya :  
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan 
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kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan 
keluarganya untuk meringankan pajaknya". 
Menurut pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa suatu 
pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain 
kemudian dikembalikan dengan baik hati. Mazhab Maliki mengatakan Qardh 
adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali yang 
pembayarannya tidak berbeda atau setimpal. Menurut Mazhab Syafi‟I Qardh 
adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia 
perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Syafi‟I Antonio (1999), qardh 
adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 
kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. 
Menurut Bank Indonesia (1999), qardh adalah akad pinjaman dari bank 
(muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan 
dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. Qardh adalah pinjaman yang 
diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. 
17
 
Sedangkan pengertian dari akad Qardh Qardh adalah pinjaman uang. 
Pinjamanqardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai 
fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas 
ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk 
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https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/ diakses pada hari 
selasa, 09 Januari 2018 jam. 20.44 
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memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya 
dalam empat hal. 
Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan 
pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. 
Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Sebagai pinjaman 
tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah 
diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. 
Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Sebagai 
pinjaman kepada pengusaha kecil di mana menurut perhitungan Bank akan 
memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli 
Ijarah atau bagi hasil. Sebagai pinjman kepada pengurus Bank, di mana Bank 
menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan 
pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembaliaknnya secara cicilan 
melalui pemotongan gajinya. Berdasarkan definisi di atas kita dapat 
menyimpulakan bahwa qardh dipandang dalam berbagai perspektif, mulai 
dari istilah secara bahasa sampai pada hukum syara‟nya adalah kontradiksi 
dengan Bank yang notabenenya bergerak dibidang jasa yang senantiasa 
menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak dibidang 
komersialisasi jasa. 
Dalam perihal tersebut Bank diperkenankan mengenakan biaya 
administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 19/DSN-
MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang memperbolehkan untuk pemberi 
pinjaman agar membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam 
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penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, 
tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana qardh yang 
diberikan. 
G. Langkah-Langkah Penelitian 
Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut : 
1. Metode Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode “Studi Kasus” Studi 
Kasus adalah metode penelitian kualitatif yang bisa digunakan dalam 
penelitian sosial. Ia diarahkan pada suatu penelitian yang intensif terhadap 
suatu satuan analisis tertentu dan biasanya digunakan dalam penelitian 
dibidang psikologi, antropologi dan sosiologi (Mikro). Penulis berusaha 
menjelaskan permasalahan yang terjadi mengenai Penetapan Ujrah dalam 
aplikasi akad qardh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah 
Rabbaniah Banjaran Bandung. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data 
dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer 
dan sumber data sekunder.  
a. Sumber data Primer 
Sumber data ini diperoleh dari karyawan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung terutama kepada 
Bapak Agus Ismail Qurbany sebagai kepala bagian operasional Bank 
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Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran 
Bandungyang menangani langsung pembiayaan akad qardh dalam 
penentuan ujrahnya.  
b. Sumber Data Sekunder 
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal 
dari majalah-majalah, Koran, brosur-brosur serta sumber-sumber 
lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan masalah yang berkaitan 
dalam penelitian ini.  
3. Jenis Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data 
kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek 
yang alamiah yang kemudian dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan 
gambaran. Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang 
dibahas tentang Penentuan Ujrah dan aplikasi akad qardh pada Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung. 
Data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian 
ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung. 
4. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pusat  PT. 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah, Jl. Timur No. 52 
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Banjaran, Kabupaten Bandung 40377. Telp. (022) 5940131, (022) 
5943129, Fax. 5949230. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Penelitian lapangan (feel research), yaitu penelitian yang dilakukan 
penulis dengan maksud untuk memperoleh data primer melalui : 
a) Observasi, yaitu dengan pengumpulan data dilakukan dengan 
pengamatan secara langsung terhadap objek atau suatu cara 
bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data 
yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan menguraikan suatu 
masalah Penetapan Ujrah dan pengaplikasian akad Qardh pada 
tahapan ini peneliti terjun langsung untuk mengetahui bagaimana 
kondisi objektif PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah 
Rabbaniah Banjaran Bandung dalam Penetapan Ujrah  dan 
pengaplikasian akad Qardh. 
b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 
langsung dengan Kepala Bagian Operasional Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung yaitu Bapak 
Agus Ismail Qurbany yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen 
yang yang mendukung pada penelitian ini. 
b. Studi Pustaka (Libraries research), yaitu mengadakan kajian dengan 
menelaah dan menelusuri literature yang berkenaan dengan masalah 
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yang diteliti baik berupa buku, artikel, dan lain sebagainya. Langkah-
langkah yang dilakukan dalam melaksanakan studi kepustakaan ini 
adalah dengan cara membaca, mengutip dan menganalisa. 
6. Analisis Data 
Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya 
penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data 
sekunder. 
b. Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 
kerangka pemikiran. 
d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan 
memperhatikan rumusan masalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam 
penelitian.  
 
 
 
 
 
 22 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Abd. Hakim Atang, 2011, Fiqh Perbankan Syariah Bandung : Refika Aditama. 
Ajib, Gufron, 2016, Fee Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Talangan Haji 
(Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 29 Tahun. 2002 di Bank 
Syariah Cabang Semarang). 
Ascarya, 2007, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta : Raja Grafindo Persada. 
Azazy Yusuf, Tafsir Ahkam Muamalah, hlm. 23. 
Citra Umbara Tim, 2009, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank 
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, Bandung: PT. Citra Umbara.. 
Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, 2005, Mengapa memilih Bank 
Syariah?,Bogor Selatan: Ghalia Indonesia 
Elvinaro, 2010, Metodologi Penelitian Untuk Fublik Relation, Bandung : 
Simbiosa Rekatama media. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh 
dengan Menggunakan Dana Nisbah. 
Hasan Zubairi, 2009, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta: 
Rajawali Press.. 
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Kencana 
Media Grup. 
 23 
 
https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/ diakses pada 
hari selasa, 09 Januari 2018 jam. 20.44 
Kasmir, 2010, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. 
Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam cet. Ke 2, 
(Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 12. 
Susanto Burhanuddin, 2008, HukumPerbankan Syariah diIndonesia, Yogyakarta: 
UII Press 
Syafi‟I AntonioMuhammad, 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek,Jakarta: 
Gema Insani Press. 
Wardi Muslich Ahmad, 2010, Fiqh Muamalat,Jakarta: Amzah. 
 
